BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Cilacap;

bahwa sehubungan dengan tidak memenuhi persyaratan
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah serta untuk menunjang
pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib,
lancar, efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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Menetapkan

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016
Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

a.
b.

f.

Kepala;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

2.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1.  Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
2.  Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,

terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
2.  Seksi Pemberdayaan Sosial.
Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia

dan Penyandang Disabilitas;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.



(3)

(4)

(5)

(6)

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35 dihapus.
Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan
dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin,
membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dam
Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kepala Seksi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

5. Ketentuan Pasal 40 ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 40
berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)
(4)

()

Pasal 40

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan
Administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IVa atau jabatan Pengawas.

Dihapus.

6. Pasal 41 dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 122



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 122 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN
CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS

| |
] SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN T
FUNGSIONAL | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN, UMUM DAN
KEUANGANDAN ASET KEPEGAWAIAN
| | |
BIDANG PEMBERBD?\:)YAAI\]A(I}\I SOSIAL BIDANG
PERLINDUNGAN DAN DAN PENANGANAN FAKIR REHABILITASI SOSIAL
JAMINAN SOSIAL
MISKIN
SEKSI SEKSI SEKSI
PERLINDUNGAN PENANGANAN FAKIR PELAYANAN DAN
] KORBAN BENCANA - MISKIN - Rfﬁ:flifﬁsé TS%EIIIRL
ALAM DAN SOSIAL DAN PENYANDANG
DISABILITAS
SEKSI SEKSI PEMBERDAYAAN SEKSI PELAYANAN DAN
- JAMINAN SOSIAL SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
KELUARGA 1 — TUNA SOSIAL DAN
KORBANPERDAGANGAN
ORANG
BUPATI CILACAP,
Diundangkan di Cilacap ttd

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

TATTO SUWARTO PAMUUJI

ttd

FARID MA’'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 122



